
Menimbang a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dalam 
melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana 
Teknis Daerah maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 103 
Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
(UPTD) Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 103 Tahun 
2017 ten tang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dae rah 
(UPTD) Kabupaten Wonogiri; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
42); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

Mengingat 

BUPATI WONOGIRI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 103 TAHUN 2017 

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) 
KABUPATEN WONOGIRI 

PERATURAN BUPATI WONOGIRI 
NOMOR 15 TAHUN 2018 

BUPATI WONOGIRI 
PROVINSI JA WA TENGAH 



Diantara ketentuan Pasal 14 dan BAB VII Pasal 15 ditambahkan I BAB baru dan 1 
Pasal baru yaitu BAB VIA Pasal 14 A sehingga BAB VIA Pasal 14 A berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI WONOGIRI NOMOR 103 TAHUN 2017 TENTANG 
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) 
KABUPATEN WONOGIRI. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit 
Pelaksana Teknis Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 451); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri 
Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Wonogiri Nomor 156); 

9. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang 
Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat 
Daerah Kabupaten Wonogiri (Serita Daerah Kabupaten 
Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58); 

10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 103 Tahun 2017 ten tang 
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten 
Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 
Nomor 104); 



BERff'A DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2018 NOMOR 15 

"BUPATI WONOGIR#' 

Diundangkan di Wonogiri 
pada tanggal 16 Maret 2018 

Ditetapkan di Wonogiri 
pada tanggal 16 Maret 2018 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri. 

Pasal Il 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018. 

(3) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD sebagaimana tersebui 
pada ayat (1) dan (2) tetap menjalankan tugasnya dan mendapatkan tunjangan 
jabatan sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru. 

f. Satuan Palisi Pamong Praja, terdiri dari UPTD Pemadam Kebakaran. 

c. Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari UPTD Balai Latihan Kerja; 

d. Dinas Pertanian dan Pangan, terdiri dari UPTD Balai Benih Pertanian; 

e. Dinas Kelautan Dan Perikanan dan Peternakan, terdiri dari UPTD Balai Benih 
Ikan; 

b. Dinas Kesehatan, terdiri dari: 
1. UPTD Gudang Farmasi; 
2. UPTD Laboratorium Kesehatan; 
3. UPTD Puskesmas: 

(1) Kepala UPTD pada Dinas Pendidikan, terdiri dari Satuan Pendidikan Formal. 

(2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD pada: 
a. Dinas Pendidikan terdiri dari Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar 

Kegiatan Belajar; 

Pasal 16 

BAB VI A 
KETENTUAN PERALIHAN 

. ~­ . 


